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SEJAK ditutupnya TPA Piyungan

pada 23 Juli 2023 dan akan penuh di

bulan April 2024 ini serta final ditutup

tanggal 1 Mei 2024, maka persoalan

sampah di DIY, terutama Sleman,

Kota, dan Bantul semakin parah.

Tumpukan sampah liar bermunculan

di berbagai tempat. Apa pun lokasi

yang dianggap tidak disentuh orang

dijadikan tempat pembuangan sam-

pah liar. Orang pun main kucing-

kucingan untuk hal tersebut. Sungai,

saluran irigasi, cekungan, pojokan

jalan, bulak, tanah kosong menjadi

sasaran para pembuang sampah liar.

Imbauan pemerintah agar masyara-

kat mulai mengelola sampahnya se-

cara mandiri seolah tidak berdampak.

Penegakan aturan (hukum) tentang

pelanggaran pembuangan sampah

liar juga demikian lemah. Selain itu,

masyarakat Yogya yang juga mulai ke-

hilangan rasa pekewuh-nya. Tidak

peduli. Pada sisi-sisi itu Yogya seperti

sedang menimbun ancaman

kerusakan lingkungan, pelanggaran

aturan/hukum, dan ketegangan sosial.

Kerusakan Lingkungan

Ketidakmampuan pengelolaan sam-

pah/limbah jelas menjadi ancaman

serius bagi kerusakan lingkungan

yang berdampak pada menurunnya

kualitas kesehatan masyarakat,

kenyamanan, dan keindahan. Secara

khusus ada media yang menyoroti

bahwa sungai-sungai di Yogya meng-

alami peningkatan volume sampah ra-

ta-rata 10 ton pada periode 2023-2024.

Sampah tersebut didominasi oleh

popok bayi dan dewasa. Tentu hal itu

belum dihitung sampah jenis lain ter-

masuk limbah cair.

Jika dihitung secara kasar, ada lima

batang sungai yang melintasi Kota

Yogya, yakni Sungai Winongo, Sungai

Code, Sungai Manunggal, dan Sungai

Gajah Wong. Jika dalam satu tahun

masing-masing menanggung ke-

naikan ton sampah dalam satu tahun,

maka ada peningkatan 50 ton sam-

pah. Contoh, Sungai Code menang-

gung sampah 45 ton (2023) dan 55 ton

(2024). Demikian pula rata-rata su-

ngai yang lain. Hal itu belum terma-

suk Sungai Progo dan Sungai Opak.

Belum pula terhitung Selokan

Mataram dan berbagai saluran irigasi

serta drainase yang ada di seluruh

Yogya. Pada aspek itu tentu kualitas

air semua sungai akan menurun dan

berdampak pada kualitas air tanah di

Yogya (belum terhitung dampak dari

limbah padatnya).

Pelanggaran Aturan/Hukum

Sampai saat ini UU Nomor 18

Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah tampaknya belum begitu ter-

aplikasi dengan baik di tengah masya-

rakat (Yogya). Hal ini bisa dibuktikan

dengan tidak pedulinya orang dalam

membuang sampah di sembarang

tempat. Pada sisi lain penegakan

hukum atas UU tersebut juga belum

maksimal. Terbukti masih amat sa-

ngat sedikit pemeriksaan dan

penyidikan atas pelanggaran pem-

buangan sampah. Pidana dan denda

atas hal itu juga masih minimal.

Akibatnya, orang menganggap hal itu

tidak apa-apa. Orang tidak mempu-

nyai rasa takut untuk membuang

sampah sembarangan kare-

na penegakan hukum atas

UU tentang Pengelolaan

Sampah tidak pernah

menyentuh mereka.

Aneka tulisan peringatan

untuk tidak buang sampah

sembarangan yang

dilengkapi dengan ancaman

(hukuman pidana dan den-

da) pun cenderung terus dia-

baikan. Kucing-kucingan

menjadi metode mereka da-

lam membuang sampah

sembarangan. Barangkali

ada prinsip ìasal tidak ke-

tahuan tidak apa-apaî.

Mereka juga punya prinsip

tidak mungkin petugas akan

mengawasi mereka selama

24 jam penuh. Selain itu, ti-

dak setiap tempat terpasang

CCTV. Kalaupun terpasang

CCTV pemantau CCTV pun

umumnya juga tidak akan dapat cepat

menangkap siapa pelakunya dan ke-

mungkinan besarnya, tidak akan

menindak mereka.

Ketegangan Sosial

Tidak terelakkan bahwa rentetan

hal-hal di atas pasti akan menim-

bulkan ketegangan sosial. Orang yang

merasa wilayahnya menjadi tempat

pembuangan sampah sembarangan

tentu akan marah. Kemarahan yang

tertimbun bisa menjadi ledakan-

ledakan sosial yang berbahaya.

Ketegangan yang demikian akan

mengikis tata nilai yang selama ini di-

coba dijaga dan diterapkan oleh ma-

syarakat pendukungnya (Yogya). Rasa

ewuh pekewuh, isin, tepa selira, tega

larane ora tega patine, dudu sanak

dudu kadang yen mati melu kelangan,

rukun agawe santoso, dan lain-lain

akan kehilangan makna dan sig-

nifikansinya. Semua itu diakibatkan

munculnya ketegangan-ketegangan

sosial akibat ketidakmampuan, atau

lebih tepatnya ketidakpedulian dalam

pengelolaan sampah dari diri kita ma-

sing-masing.  ❑-d

*) Albertus Sartono SS, Pemerhati

Sosial Budaya.

Tata Kelola Kabel di Ruang Publik

Albertus Sartono

Literasi mampu membangun masyara-

kat lebih cerdas dan berwawasan lebih

luas.

-- Salam Literasi!

***

Tol Solo-Yogya Seksi I sepanjang 23

kilometer sudah mulai dioperasikan.

-- Baru Seksi I.

***

Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bo-

cor dan diperjualbelikan.

-- Jadi komoditi?

Sampah Yogya Mau ke Mana?

KONDISI kabel listrik dan teleko-

munikasi yang menggantung tidak ter-

atur di ruang publik telah menjadi

masalah umum di banyak kota. Kabel-

kabel yang semrawut dan tidak tertata

rapi ini tidak hanya mengganggu pe-

mandangan, tetapi juga menimbulkan

ancaman serius bagi keselamatan war-

ga. Berbagai insiden, mulai dari kece-

lakaan lalu lintas hingga kebakaran,

telah terjadi akibat kabel yang jatuh,

terputus, atau mengalami korsleting.

Bahkan, sejumlah kasus mencatat

adanya korban jiwa dan kerugian mate-

rial yang tidak sedikit. Melihat kenya-

taan ini, sangat penting bagi

kita untuk segera mencari so-

lusi inovatif untuk memper-

baiki tata kelola kabel di

perkotaan.

Masalah ketidakteraturan

kabel ini sering kali diper-

parah oleh kurangnya peren-

canaan yang terintegrasi dan

terbatasnya anggaran untuk

pengelolaan infrastruktur

jaringan yang lebih baik.

Selain itu, koordinasi yang ku-

rang antara pemerintah

daerah, perusahaan penyedia

jasa listrik dan telekomu-

nikasi, serta pihak terkait lain-

nya turut menyumbang kon-

disi ini. Karena itu, dibu-

tuhkan pendekatan yang lebih

komprehensif dan terarah un-

tuk menata kembali jaringan

kabel, demi menciptakan ru-

ang publik yang lebih aman,

tertata, dan estetis.

Tantangan Tata Kelola Kabel

Ketidakteraturan kabel di ruang pu-

blik sering disebabkan beberapa faktor.

Pertama, lemahnya koordinasi antarpe-

mangku kepentingan. Pemasangan ka-

bel baru atau perbaikan jaringan sering

dilakukan masing-masing perusahaan

penyedia jasa tanpa memperhatikan

perencanaan infrastruktur yang sudah

ada. Akibatnya, kabel-kabel baru di-

tumpuk dan terbelit pada kabel lama,

menciptakan jaringan yang kian sem-

rawut.

Kedua, biaya penanaman kabel

bawah tanah yang cukup tinggi sering

menjadi hambatan. Meski metode ini

dianggap lebih rapi dan aman, banyak

kota yang menghindari opsi ini karena

keterbatasan anggaran. Penggalian, pe-

masangan, dan pemeliharaan kabel

bawah tanah memerlukan investasi

yang besar, sehingga pemerintah

daerah dan perusahaan penyedia jasa

lebih memilih untuk menggantung ka-

bel di udara.

Ketiga, regulasi yang kurang tegas

dalam mengatur pemasangan kabel di

ruang publik turut berkontribusi ter-

hadap masalah ini. Banyak kota belum

memiliki standar yang jelas terkait pen-

empatan dan pengelolaan kabel, se-

hingga pemasangan sering dilakukan

tanpa panduan yang jelas, meng-

hasilkan kondisi kabel yang tidak ter-

atur dan berpotensi membahayakan.

Inovasi Solutif

Untuk mengatasi masalah ini, diper-

lukan solusi inovatif yang dapat dite-

rapkan secara praktis dan efisien. Ada

beberapa pendekatan yang dapat diam-

bil:

Pertama, salah satu solusi inovatif

yang dapat diterapkan adalah penggu-

naan smart utility pole. Tiang utilitas

cerdas ini tidak hanya berfungsi seba-

gai penopang kabel listrik dan teleko-

munikasi, tetapi juga dapat dilengkapi

teknologi terbaru seperti sensor cuaca,

CCTV, dan jaringan Wi-Fi publik.

Dengan mengintegrasikan berbagai

fungsi dalam satu tiang, kita dapat me-

ngurangi jumlah tiang yang diper-

lukan, serta menata kabel dengan lebih

rapi dan aman. Smart utility pole juga

memudahkan perawatan dan peman-

tauan infrastruktur jaringan secara re-

al-time, sehingga masalah seperti kabel

putus atau korsleting bisa segera terde-

teksi dan ditangani.

Kedua, mengingat biaya penanaman

kabel bawah tanah sepenuhnya cukup

tinggi, maka solusi yang lebih realistis

adalah implementasi kabel bawah

tanah secara parsial di area-area yang

paling padat atau rentan. Penanaman

kabel di bawah tanah bisa difokuskan

pada titik-titik strategis seperti persim-

pangan jalan utama, kawasan perbe-

lanjaan, atau area dengan lalu lintas

padat, di mana keberadaan kabel udara

dapat mengganggu estetika dan kesela-

matan. Sementara itu, di area-area

yang kurang padat, kabel udara dapat

ditata dengan lebih rapi meng-

gunakan smart utility pole.

Ketiga, untuk mewujudkan

tata kelola kabel yang lebih

baik, diperlukan kerjasama

yang erat antara pemerintah,

perusahaan penyedia jasa, dan

masyarakat. Pemerintah perlu

menerapkan regulasi yang

lebih tegas terkait pemasangan

kabel dan sanksi bagi pelang-

gar aturan. Selain itu, perlu ju-

ga dilakukan sosialisasi dan

edukasi kepada masyarakat

tentang pentingnya tata kelola

kabel yang baik untuk keaman-

an dan kenyamanan bersama.

Tata kelola kabel yang baik

adalah kunci untuk mencip-

takan kota yang lebih aman,

tertata, dan nyaman bagi se-

mua. Dengan mengadopsi ino-

vasi seperti smart utility pole

dan penanaman kabel bawah

tanah parsial, serta memperku-

at regulasi dan kerjasama, diharapkan

masalah ketidakteraturan kabel di ru-

ang publik dapat segera diatasi.

Langkah-langkah ini akan membawa

kita menuju masa depan perkotaan

yang lebih modern, efisien, dan ramah

bagi warganya.  ❑-d

*) Ikhlasul Akmal Aulawi,

Mahasiswa Magister Kepemimpinan

dan Inovasi Kebijakan, Sekolah

Pascasarjana UGM.

Ikhlasul Akmal AulawiKerawanan Pilkada 2024
TAHAPAN Pendaftaran Calon

Peserta Pemilihan Kepala Dae-

rah (Pilkada 2024), yakni pemilih-

an gubernur dan wakil gubernur,

pemilihan bupati dan wakil bupati,

serta pemilihan walikota dan wakil

walikota, sudah akan sampai pa-

da penetapan bakal calon menja-

di calon. Selanjutnya, akan ma-

suk masa kampanye yang meru-

pakan tahapan paling potensial

menimbulkan kerawanan.

Berbagai upaya pencegahan

dan antisipasi telah dilakukan oleh

berbagai pihak terkait, untuk

mewujudkan Pilkada 2024 yang

aman dan nyaman, demokratis,

jujur dan adil. Di antaranya, Sen-

tra Penegakan Hukum Terpadu

(Gakkumdu) sudah diminta

memetakan berbagai potensi ke-

rawanan Pilkada 2024. Hal itu

harus dilakukan, mengingat,

Sentra Gakkumdu memiliki tugas

mengawal pesta demokrasi se-

cara jujur dan adil, sebagaimana

yang telah diamanatkan konsti-

tusi.

Mengingat ini merupakan

Pilkada serentak yang dilak-

sanakan di seluruh provinsi dan

kabupaten/kota yang ada di

Indonesia, potensi kerawanan

Pilkada 2024 memang harus di-

antisipasi dan dicegah. Seperti di-

ungkapkan Menko Politik, Hukum

dan Keamanan (Polhukam) Hadi

Tjahjanto dalam Rapat Koordinasi

Nasional Sentra Gakkumdu untuk

Pemilu Tahun 2024 di Jakarta,

Kamis (19/9) lalu, bahwa semua

pihak harus dapat memetakan

kembali potensi-potensi kerawan-

an Pilkada 2024.

Menko Polhukam menilai pe-

metaan kerawanan Pilkada 2024

sangat penting. Selain harus di-

lakukan olek Sentra Gakkumdu

dan Badan Pengawas Pemilu

(Bapilu), antisipasi dan pencega-

han kerawanan Pilkada 2024 per-

lu dilakukan secara sinergis, an-

tarlembaga terkait, juga sangat

perlu dukungan masyakarakat.

Untuk itu, juga sangat diperlukan

peran serta tokoh masyarakat,

tokoh agama, tokoh pemuda, dan

unsur-unsur kemasyarakatan

lainnya.

Disebutkan oleh Menko

Polhukam, Indeks Kerawanan

Pemilu (IKP) 2024 (Pemilu

Legislatif dan Pemilu Presiden)

yang disusun berdasarkan hasil

evaluasi penyelenggaraan pemilu

sebelumnya, untuk mengetahui

potensi kerawanan masing-ma-

sing daerah. Dengan adanya IKP

tersebut, Sentra Gakkumdu akan

memiliki arah dan dorongan da-

lam melakukan pencegahan dan

penindakan tindak pidana pemilu.

Disebutkan, ada tiga spektrum

kolaborasi yang harus benar-be-

nar ditaati dan dijaga, yakni perta-

ma, kolaborasi internal antara

anggota Sentra Gakkumdu yang

meliputi Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu), ke-

jaksaan dan kepolisian. Kedua,

kolaborasi vertikal antara Sentra

Gakkumdu Pusat dengan Sentra

Gakkumdu Daerah. Ketiga, kola-

borasi Sentra Gakkumdu dengan

kementerian dan lembaga terkait

yang benar-benar dapat mengop-

timalkan pencegahan, pengawas-

an dan penindakan tindak pidana

pemilu.

Berbagai upaya juga telah di-

lakukan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Provinsi dan Kabupaten/-

Kota, Badan Pengawas Pemilu,

partai politik dan pasangan calon

untuk menciptakan Pilkada yang

kondusif, aman, nyaman, jujur

dan adil. Di antara dengan

menggelar Deklarasi Pilkada

2024 Kondusif, bahkan di Jawa

Tengah juga dideklarasikan

Jateng Zero Knalpot Brong.

Dalam kondisi saat ini, masya-

rakat sudah jenuh terhadap kam-

panye yang rusuh dan bising.

Karena itu, penyelanggaran kam-

panya harus benar-benar mampu

mewujudkan kampanye simpatik,

tidak malah menimbulkan antipati

masyarakat. Perlu pula pema-

haman bahwa yang akan terkena

hukuman pidana pemilu adalah

masyarakat yang melakukan

pelanggaran. Bukan peserta

Pilkada, bukan penyelenggara

kampanye, juga bukan tim suk-

ses.   ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-

ngirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redak-

si hanya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 550  - 600 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan fo-

tocopy identitas. Terimakasih. 
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